SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU
NOMOR : ©6/RT.01.1/7317/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN LINGKUP
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

bahwa untuk kelancaran dan memastikan hasil
pekerjaan Pengelolaan Barang dan Jasa sesuai dengan
aturan, maka dalam pelaksanaannya sangat diperlukan
pula Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu
tentang Penunjukan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan
lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu
Tahun Anggaran 2022.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang ...
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indenesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738;)

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Kenangan Republik Indonesia Nomor
60/PMK.02/202]1 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 976},

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomeor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peratutan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

12, Peraturan ...
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Memerhatikan

KESATU

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organanisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Katalog Elektronik dan E-Purchasing;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
753/HK.03.1/02/2021 Tahun 2021 Tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum;

15. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Nomor 7/KU.05/02/2022 tentang Penunjukan Kuasa
Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas
(Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota.

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-
076.01.2.659300/2022 tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUWU TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEJABAT PEMERIKSA
HASIL PEKERJAAN LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2022

Menetapkan Staf yang ditunjuk sebagai Pejabat Pemeriksa
Hasil Pekerjaan lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Luwu Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Nama Jabatan Kedudukan dalam tugas
1 2 3
TARSAN Staf Pejabat Pemeriksa Hasil
NIP. 19700308 2007011003 Pelaksana Pekerjaan
KEDUA .....
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KEDUA . Tugas, wewenang dan tanggungjawab nama-nama yang
ditujuk/ditetapkan selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
sebagaimana Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai
paling banyak Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)
dan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak
Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);

b. Melakukan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan
Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam kontrak ( yang mencakup kesesuaian
jenis, spesifikasi teknis, jumlah/volume/kuantitas, waktu
dan tempat penyelesaian pekerjaan apakah sesuai dengan
yvang tertuang dalam kontrak atau tidak);

c. Membuat dan menandatangani Berita Acara
Pemeriksaan/Serah Terima Hasil Pekerjaan dan;

d. Tugas-tugas lainnya yang diamanatkan dalam peraturan
perundang undangan tentang pengadaan barang/jasa
pemerintah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa
Pada Tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU,
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

a'Sub. Bagian Hukum dan SDM ttd.
ZIUS MAPATHON
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